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Abstrak
 

Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan

Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan

terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu

perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari

suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan

utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya

sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas terkait keabsahan

atas objek perjanjian yang keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta peran dan tanggung

jawab Notaris atas akta yang telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279

K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelusuran data

sekunder didukung wawancara dengan studi dokumen, serta dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian

deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi

syarat objektif sehingga tergradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini berdampak pada peran Notaris

yang tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat dalam membuat akta autentik sehingga harus

bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

......Notary has the main authority, namely to make an authentic deed. Deeds produced by a Notary have

perfect evidentiary power if they have met certain requirements for authenticity and have fulfilled the

validity conditions of an agreement. The failure to fulfill the objective conditions in the validity of an

agreement results in the cancellation of the Deed of Debt Recognition and Power to Sell and the position of

a Selling Authority itself which is incorrect because it is used as a guarantee for the settlement of debts and

receivables in that case. As a Notary, he should be able to carry out his duties and positions in accordance

with the UUJN. The formulation of problems discussed is related to the validity of the wrong agreement

object in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell as well as the roles and responsibilities of the

Notary for deeds that have been declared invalid based on the Supreme Court Decision Number 279

K/PDT/2017. This study used a normative juridical research method with secondary data retrieval supported

by interviews with document studies, as well as the type of research, namely descriptive research. The

results of this study show that the object of the agreement is invalid because it does not meet the objective

requirements so that it is graded into a deed under hand. This has an impact on the role of the Notary which

is not carried out carefully and carefully in making authentic deeds so that he must be responsible for his

negligence in carrying out his duties.
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